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Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, Masalah
tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan
kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, disaat populasi manusia
yang terus meningkat sementara luas tanah yang tidak bertambah. tanah
tidak hanya merupakan tempat membangun rumah tinggal tetapi dari
tanah kita juga mendapatkan bahan makanan, pakaian, serta kebutuhan
lainnya yang bersifat primer, akibat keterbatasan luas tanah ini
menyebabkan kepemilikan hak atas suatu tanah sering kali berujupng
sengketa akibat tidak dimilikinya dasar hukum vyang kuat sebagai
pegangan dan bukti atas kepemilikan suatu tanah.

Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu,
dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip Terang dan Tunai terang
artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan Tunai artinya
dibayarkan secara tunai. Jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat
dilakukan proses jual beli dimaksud.

Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu,
dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip Terang dan Tunai terang
artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan Tunai artinya
dibayarkan secara tunai. Jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat
dilakukan proses jual beli dimaksud.

Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan pengawasan ada pada
pejabat yang ada di bawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT
di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN),
sedangkan pembinaan dan pengawasannya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam
tingkat daerah kabupaten atau kota hal ini Kepala Kantor Pertanahan setempat
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Produk hukum yang dihasilkan adalah akta otentik, namun berbeda jenisnya, di
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004.
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ABSTRAK

Kata kunci: Tanggung Gugat Notaris dan PPAT Terhadap Akta Yang
dibuatnya, Dampak Hukum Secara Perdata, Akta Batal

Penelitian ini mengkaji tanggung gugat perdata atas keterlibatan notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan tanda tangan pada
akta kuasa yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli. Fokus utama dari
penelitian ini adalah untuk memahami kewajiban hukum, implikasi perdata, serta
mekanisme ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan, doktrin hukum, serta studi kasus terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dan PPAT memiliki kewajiban
hukum untuk memastikan keaslian tanda tangan dalam akta yang mereka buat.
Keterlibatan atau kelalaian notaris dan PPAT dalam pemalsuan tanda tangan dapat
mengakibatkan sanksi perdata berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi
kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, notaris dan PPAT juga dapat dikenai
sanksi administratif dan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gugatan
perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan bertujuan untuk mendapatkan

kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita.
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SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN EAST KOTAWARINGIN
DISTRICT

By :
Duwi Erwinda Maulana, Saprudin,
Magister Program Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Keywords: Notary and PPAT Responsibilities for the Deeds They Make, Civil
Legal Impact, Void Deeds

This research examines civil liability for the involvement of notaries and Land Deed
Drafting Officials (PPAT) in cases of forging signatures on power of attorney deeds
which are the basis for making sale and purchase deeds. The main focus of this
research is to understand legal obligations, civil implications, and compensation
mechanisms for injured parties. The method used is a normative juridical approach
with analysis of statutory regulations, legal doctrine, and related case studies. The
research results show that notaries and PPATSs have a legal obligation to ensure the
authenticity of the signatures in the deeds they make. The involvement or
negligence of notaries and PPATS in forging signatures can result in civil sanctions
in the form of an obligation to provide compensation to the injured party. Apart
from that, notaries and PPATSs can also be subject to administrative and criminal
sanctions based on applicable regulations. The civil lawsuit filed by the injured
party aims to obtain compensation for the material and immaterial losses suffered.
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